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ABSTRACT

This manuscript entitled "Cassation Legal Efforts Against the Medan High Court Decision by the Defendant
(Case Study Number 7 / Perdata / 2019 / Medan High Court)" regarding the Analysis of the Case Analysis of
the Cassation Lawsuit filed by the defendant at the Medan High Court. 7 / Perdata / 2019 / Medan High Court
which is also related to elements of Batak customary law. The purpose of this research is to clearly determine
the inheritance rights of the defendant and also the defendant in Decision Number 7 / Perdata / 2019 / Medan
High Court looking at the considerations of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, Law Number 14 of
1970 concerning Basic Provisions of Judicial Power and their relation to Batak Customary Law. The legal
research method used in this paper is a normative juridical method with qualitative descriptive data analysis
method. The results showed that there was no legal protection for the defendant in the content of the Medan
High Court judge's decision that did not properly consider the evidence and facts that occurred in the field
accompanied by clear legal evidence and permanent legal force. The judge also did not properly consider other
factors, namely the Batak customary law that occurred in this case which was detrimental to the defendant in
the entire content of Decision Number 7 / Perdata / 2019 / Medan High Court.

Keywords: Cassation law, Batak customary law, inheritance law.

vi



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..o [

HALAMAN PERSETUJIUAN ..ot i

HALAMAN PENGESAHAN. ... i
KATA PENGANTAR ..ottt v
ABSTRACT ... S TR ARSI - S ................. Vi
DAFTAR ISI...... A R R . ..........coovinennnnnnnesneneene R A ... vii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN ..o ensan. iX

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ..............ccccooiiiiiiciseceeecee s 1
B. RUMUSAN MaSAIAN ..o 4
C. TUJUAN PENEIITIAN .ottt 4
D. Manfaat Penelitian.............ciiiiiisiiiessss s 5
1. MANTAAL TEOTTLIS. ...t 5
2. MaNTa@t PrakLiS ........c.oviuiiiriii st 5
D. Keaslian PENEITIAN ........c.coviris st 6
E. Batasan KONSEP.......ccoiiiiiiiiiece s 9
1o Upaya HUKUM ..o 9
2. KKASASH ..o 9
3. Putusan Pengadilan ... 10
4. Pengadilan TiNQQI. ... 10
5. TEIQUOAL. ... e 10



F. Mt PENEITIAN ... e ettt ettt 11

1. JeniS Penelitian........ccocooiiiniiiiieeece e 11
2. DaALA ..o 11
3. Pengumpulan Data...........cccooiiireennae 13
A, ANALISIS DALA........cooiiriiceec s 14
5. Proses Berfikir/Prosedur Bernalar............c.ccccooovvviinininincininnnne, 17

BAB Il PEMBAHASAN

A. Upaya Hukum Kasasi Oleh Tergugat ...........ccccoocvvivmiiiiieisererisiseiesiee e, 18
1. Pengertian Upaya HUKUM ..........ccccoooiiiiiiiiecee s 18
2. Jenis-Jenis Upaya HUKUM ..........ccccooooiiiiceeceece s s 19
3. Pihak-Pihak Dalam Hukum Acara Perdata ...........cccoournrinemisnsiinniennes 22
B. Pengertian, Syarat dan Tujuan Perkawinan.............cccccccoevevveierscrisississsnnnnn. 23
1. Pengertian PerkaWinan..............cc.ccciveiviieiiciisieeiseciesesies s isne s 23
2. Perkawinan Menurut Hukum Adat Batak Toba...........c.ccccooinrinneinsiirnniens 26
3. Syarat Sahnya Perkawinan Menurut HUKum ..., 28
4. Syarat Sahnya Perkawinan Menurut Adat Batak Toba......cccccc............... 30
5. Tujuan Perkawinan Menurut Adat Batak Toba.............c..ccccccovevirnincnnnns 30
6. Akibat Hukum Perkawinan ..., 31

C. Hukum Waris Adat Batak Toba
1. HUKUM WaAFIS AGAL ... 33
2. Pengertian Hukum Waris Adat Batak Toba............ccccccocvevivivcniccnicnn, 35
D. Perkara Nomor 7/Perdata/2019/Pengadilan Tinggi Medan
1. DUAUK PEIKAIA.........oiiiiiiiisseee s 47

2. Pertimbangan Hukum Hakim di Pengadilan ..o, 52

viii



3. PULUSAN HAKIM oottt ettt en e e 57
A, ALBSAN KASAS ...ttt ettt ettt ettt ettt eee e eeaeen 57

5. Pendapat HUKUM PenUIS............ccccoovviiiiiiiieiceeceee e 58

BAB Il PENUTUP

AL KESIMPUIAN ... 64

Bl SAIAN ...t ettt ettt ettt et et n et et et et e 64

DAFTAR PUSTAKA......... ' ORI . ................ovccomen: 65



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan hukum/skripsi ini merupakan karya
asli penulis, bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain.
Jika penulisan hukum/skripsi ini terbukti sebagai hasil duplikasi atau plagiasi dari

hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau

sansi yang berlaku.

Yogyakarta, 18 November 2020

Yang menyatakan,

Yermia Stephani Ambarita



BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai macam suku, ras,
budaya, agama dan lainnya, sehingga dikatakan sebagai negara yang majemuk,
tidak hanya kaya akan sumber daya alam, namun juga kaya akan kearifan
lokalnya yang membuat Indonesia menjadi negara yang unik dengan
keberagaman suku, ras, adat dan budaya yang dimiliki. Hal tersebut dapat dilihat
dari ciri khas setiap suku, ras, adat dan lainnya dalam melaksanakan dan
mengartikan suatu acara perkawinan adat. Meski Indonesia sendiri telah
memiliki undang-undang yang secara mutlak mengatur tentang perkawinan
nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, tidak dapat dipungkiri bahwa tiap-tiap adat dan daerah memiliki
makna tersendiri dalam melaksanakan dan mengartikan sebuah perkawinan
khususnya dalam pembahasaan ini mengenai adat Batak Toba.

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang
wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah
tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Pasal 1
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sedangkan menurut
hukum adat, perkawinan tidak hanya mengikat secara lahir dan bathin antara dua

orang (pria dan wanita), tetapi juga mengikat secara kekeluargaan antara dua



keluarga dan dua masyarakat maka tidak hanya menyangkut pribadi,
namun juga menyangkut keluarga.

Undang-Undang Dasar 1945 juga mengatur tentang perkawinan dalam
Pasal 28B ayat (1) bahwa setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan
melanjutkan keturunan menurut perkawinan yang sah. Undang-Undang Nomor
39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 10 ayat (1) juga tertulis
mengenai hak setiap orang untuk membentuk keluarga melalui perkawinan yang
sah.

Selain itu Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa perkawinan dikatakan sah apabila
telah dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.
Masyarakat Perkawinan adat Batak Toba memiliki sistem kekerabatan patrilineal
yaitu (menarik garis keturunan laki-laki/bapak) dengan sistem perkawinannya,
yaitu“perkawinan jujur’. Perkawinan tersebut dapat dilihat dari diterimanya
barang atau uang jujur, dengan begitu perempuan mengikatkan diri pada pihak
laki-laki sebagai suaminya, baik pribadi maupun harta benda yang dibawa akan
tunduk pada hukum adat suaminya, sesuai pula dengan isi Pasal 18 B ayat 2
Undang-undang Dasar 1945, “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-
kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih
hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.” Maka jika melihat isi

pasal tersebut secara tegas Negara menghargai adanya hukum-hukum adat yang
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berlaku di masyarakat Indonesia dengan berbagai macam system yang dianut
dalam masyarakat adat tersebut. Kedudukan anak laki-laki dalam masyarakat
Batak Toba adalah sebagai penerus keturunan orang tuanya/bapaknya dan
sebagai ahli waris. Sedangkan anak perempuan bukan sebagai penerus keturunan,
dan bukan pula sebagai ahli waris dari orangtuanya/bapaknya. Berdasarkan
perkembangan zaman, maka anak perempuan mendapatkan harta waris dari
orangtuanya/bapaknya melalui hibah ataupun melalui yurisprudensi dan putusan
hakim.?

Adanya perkawinan yang sah menimbulkan suatu akibat hukum. Akibat
hukum perkawinan bila dilihat dari hukum adat terhadap kedudukan harta benda
perkawinan dipengaruhi oleh susunan masyarakat adatnya, bentuk perkawinan
yang berlaku dan jenis hartanya.? Kedudukan anak akibat hukum perkawinan
menurut hukum adat dapat dikatakan sebagai anak yang sah apabila anak yang
dilahirkan adalah hasil dari perkawinan antara suami dan istri yang sah.®

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN.PMS merupakan awal mula dari
Putusan Nomor 51/Pdt.G/2018/PN.PMS yang selanjutnya keluar Putusan Nomor
7/Pdt/2019/PT.MDN yang menjadi bahan penulisan skripsi terkait perebutan
waris adat masyarakat Batak Toba antara Penggugat yang merupakan anak

perempuan dari isteri pertama Almarhum dengan isteri kedua beserta anak-

L https://fh.unair.ac.id/perkembangan-perkawinan-jujur-dan-hukum-waris-adat-pada-masyarakat-batak-

toba-di-perantauan/, diakses 15 September 2020

2 Soejono Soekanto & Soleman b. Taneko, 2002, Hukum Adat Indonesia, PT RajaGrafindo Persada,
Jakarta, him. 190.
3 1bid., him. 255.
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anaknya yang disebut sebagai Tergugat dan Turut Tergugat, dalam hal ini
Tergugat memiliki satu anak laki-laki penerus marga Almarhum dalam
masyarakat adat Batak Toba, maka penulis tertarik untuk membahas
permasalahan ini dengan mengaitkannya dalam hukum waris adat Batak Toba
dengan memberi judul skripsi “Upaya Hukum Kasasi Terhadap Putusan
Pengadilan Tinggi Medan olen Tergugat (Studi Kasus Perkara Nomor
51/Pdt/2018/PN.PMS jo. 7/Pdt/2019/PT.MDN)”.
Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan
masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah Upaya Hukum Kasasi
terhadap Putusan Pengadilan Tinggi oleh Tergugat Studi Kasus Putusan Studi
Kasus Perkara Nomor 51/Pdt/2018/PN.PMS jo. 7/Pdt/2019/PT.MDN?
Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui “Upaya Hukum Kasasi
Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan oleh Tergugat (Studi Kasus Perkara
Nomor 51/Pdt/2018/PN.PMS jo. 7/Pdt/2019/PT.MDN)”.
Manfaat Penelitian

Penelititan ini diharapkan memiliki manfaat teoritis dan praktis.
1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu

pengetahuan yang pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya, lebih
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khusus lagi mengenai hukum adat yaitu kedudukan ahli waris menurut hukum
adat Batak Toba.
2. Manfaat praktis
Secara praktis dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

a. Pemerintah Daerah Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara agar lebih aktif
mensosialisasikan mengenai  pentingnya sebuah akta perkawinan
masyarakat yang merupakan syarat sah perkawinan menurut hukum di
Indonesia, karena di kemudian hari hal tersebut akan bermanfaat bagi
masyarakat itu sendiri.

b. Para Pegawai Negeri Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Pematangsiantar, Sumatera Utara untuk lebih teliti dalam mengeluarkan
akte perkawinan agar tidak ada kesalahan penulisan yang menjadi
permasalahan dikemudian hari bagi masyarakat.

c. Masyarakat Adat Batak agar lebih memahami penerusan warisan yang
ditinggalkan oleh orangtua (pewaris) terhadap yang ditinggalkannya (isteri,
anak laki-laki dan perempuan).

d. Penulis agar dapat memenuhi syarat kelulusan Strata-1 program studi lImu
Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian
Tulisan dengan judul penelitian “Upaya Hukum Kasasi Terhadap Putusan
Pengadilan Tinggi Medan oleh Tergugat (Studi Kasus Perkara Nomor

51/Pdt./2018/PN.PMS jo. 7/Pdt./2019/PT.MDN)” merupakan hasil karya asli dari
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penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya orang atau

penulis lain, kekhususan dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah

dan tujuan penelitian tentang Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pihak
tergugat dalam  Putusan Nomor 7/Pdt./2019/PT.MDN terkait pembatalan
perkawinan dan hilangnya hak waris jika melihat pertimbangan dari Undang-

Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan hukum adat Batak Toba.

Namun secara garis besar substansi penelitian berbeda. Contohnya ada beberapa

penulisan atau skripsi yang hampir sama seperti berikut ini :

1. Yofriko Sundalangi, Nomor Mahasiswa B11108767, Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2014 dengan judul “Hak Waris dari
Istri Kedua dari Perkawinan Poligami tanpa lIzin (Studi Kasus Putusan Nomor
253/Pdt.G/2012/PN.MKS)”. Rumusan masalahnya adalah bagaimana
keabsahan perkawinan bagi istri kedua dan apa latar belakang pertimbangan
majelis hakim memutus istri kedua sebagai ahli waris dan memberikan bagian
hak waris yang lebih besar dari yang ditentukan undang-undang.

Hasil Penelitian adalah putusan majelis hakim telah melanggar Pasal
180, Pasal 181, Pasal 182, Pasal 852a dan Pasal 902 jo Pasal 128 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata, karena istri kedua mendapat bagian yang
lebih besar dari ketentuan pasal-pasal tersebut. Penulis juga menilai majelis
hakim menyampingkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata mengenai pewarisan. Padahal Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata lebih jelas mengatur mengenai pewarisan. Penelitian yang
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dilakukan Yofriko Sundalangi berbeda fokusnya dengan penelitian ini dimana
dalam  penelitian ini  berdasarkan studi kasus Putusan Nomor
7/Pdt/2019/PT.MDN vyang tentunya berbeda isinya dengan studi kasus yang
dimiliki beliau.

. M. Trihasofi Fauzi, Nomor Mahasiswa 110710101064, Fakultas Hukum
Universitas Jember, Tahun 2015, dengan judul “Perlindungan Hukum Hak
Waris Anak dari Istri Kedua Dalam Perkawinan Poligami”. Rumusan
masalahnya adalah bagaimana pembagian harta bersama dalam perkawinan
poligami, jika suami meninggal dunia dan bagaimanakah perlindungan hukum
terhadap hak waris anak dan istri kedua dalam perkawinan poligami.

Hasil Penelitian menyebutkan pembagian harta bersama karena adanya
perkawinan poligami jika suami meninggal dunia atau cerai mati maka
masing-masing istri yang dinikahi secara sah memiliki hak yang sama atas
harta gono-gini dengan suaminya. Terhadap hak waris anak yang lahir dari
perkawinan poligami menurut hukum waris islam adalah sama antara hak
yang diterima oleh anak dari perkawinan kedua dengan anak dari perkawinan
yang pertama karena, dalam hukum waris islam tidak ada perbedaan
pembagian harta waris antara saudara seayah yang menjadi perbedaan adalah
jenis kelamin ahli waris saja. Penelitian yang dilakukan oleh M. Trihasofi
Fauzi ialah penelitian yang memfokuskan kepada hak dari istri dan anak dari

perkawinan kedua mengenai hak waris dalam hukum islam yang berbeda
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dengan penulisan hukum skripsi yang penulis buat mengenai pembagian waris
adat Batak yang menganut sistem patrilineal.

. lin Zefanya Lien Sebesty, Nomor Mahasiswa B11109403, Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2013, dengan judul “Analisis
Hukum Putusan Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Putusan Nomor:
1098/Pdt.G/2011/PA.MKS)”. Rumusan masalahnya adalah bagaimana
pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan dan apa
akibat hukum yang timbul dengan adanya pembatalan perkawinan.

Hasil Penelitian pertimbangan hakim dalam memutus perkara putusan
Nomor :1098/Pdt.G/2011/PA.MKS telah sesuai karena berdasarkan
penjabaran keterangan para saksi dan alat bukti serta adanya pertimbangan-
pertimbangan yuridis serta memperhatikan UndangUndang Perkawinan
Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam yang diperkuat dengan
keyakinan hakim. Selain itu pertimbangan hakim yang menyebabkan
terjadinya pembatalan perkawinan dari Pengadilan Agama adalah karena
perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, adanya
pemalsuan identitas dari calon mempelai, kurang telitinya administrasi calon
suami istri dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap ketentuan
Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum
Islam. Dari penelitian diatas dapat dilihat berbeda dengan yang akan dibahas

oleh penulis, karena dalam penelitian ini berdasarkan isi Putusan Nomor:
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1098/Pdt.G/2011/PA.MKS sedangkan penulis membahas pada fokus isi

putusan yang berbeda.

F. Batasan Konsep
Batasan konsep yang dipergunakan adalah:

1. Upaya Hukum adalah upaya atau alat untuk mencegah atau memperbaiki
kekeliruan dalam suatu putusan. Upaya hukum perlu dibedakan dari dasar
hukum. Kalau mengenai dasar hukum itu hakim secara ex officio wajib
menambahkannya (ps. 178 ayat 1 HIR, 189 ayat 1 Rbg), maka dalam hal
upaya hukum pihak yang bersangkutanlah yang tegas-tegas harus
mengajukannya. Sifat dan berlakunya upaya hukum itu berbeda, tergantung
apakah merupakan upaya hukum biasa atau upaya hukum istimewa.

2. Kasasi adalah salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah
satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan
Pengadilan Tinggi. Para pihak yang dapat mengajukan kasasi bila merasa
tidak puas dengan isi putusan Pengadilan Tinggi kepada Mahkamah Agung.
Kasasi berasal dari perkataan “casser” yang berarti memecahkan atau
membatalkan, sehingga bila suatu permohonan kasasi terhadap putusan
pengadilan di bawahnya diterima oleh Mahkamah Agung, maka berarti
putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena dianggap
mengandung kesalahan dalam penerapan hukumnya. Pemerikasaan kasasi

hanya meliputi seluruh putusan hakim yang mengenai hukum, jadi tidak
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dilakukan pemeriksaan ulang mengenai duduk perkaranya sehingga
pemeriksaan tingkat kasasu tidak boleh/dapat dianggap sebagai pemeriksaan
tingkat ketiga. Adapun uu yang membahas tentang kasasi ini terdapat dalam
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung.

. Putusan Pengadilan adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat
Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan
bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa
antara pihak. Jadi putusan adalah perbuatan hakim sebagai penguasa atau
pejabat Negara.

. Pengadilan Tinggi adalah pengadilan tinggi tingkat banding terhadap perkara
yang telah diputus oleh pengadilan negeri, yang merupakan pengadilan
tingkat pertama dan terakhir mengenai sengketa atau kewenangan mengadili
antar pengadilan negeri di daerah hukumnya.

. Tergugat adalah salah satu pihak dalam suatu sengketa perdata yang ditarik
kemuka pengadilan karena dianggap melanggar hak seseorang atau beberapa
orang. Dan biasanya orang yang langsung berkepentingan sendirilah yang
aktif bertindak sebagai pihak di muka pengadilan, baik sebagai penggugat
maupun sebagai tergugat. Mereka ini merupakan pihak materiil, karena
mereka mempunyai kepentingan langsung di dalam perkara yang

bersangkutan, tetapi sekaligus juga merupakan pihak formil, karena
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merekalah yang beracara di muka pengadilan. Mereka bertindak untuk
kepentingan dan atas namanya sendiri.
G. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Adapun metode penelitian yang penulis pilih sesuai dengan
pembahasan penulisan ini ialah metode penelitian normatif. Penelitian hukum
normative ialah penelitian yang dilakukan berfokus atau berproses pada
norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan dalam penulisan
ini mengenai Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap
studi  kasus pada Putusan Nomor 7/Pdt/2019/PT.MDN dengan
mempertimbangkan hukum Adat masyarakat yang berlaku, dalam hal ini
hukum adat masyarakat Batak Toba.
2. Data
Data yang dibutuhkan dalam penelitian normatif ialah data sekunder

yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Data sekunder yang
digunakan dalam penulisan ini antara lain: yang terdiri atas bahan hukum
primer dan bahan hukum sekunder.
a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan peraturan perundang-undangan yang

berkaitan dengan Upaya Hukum Kasasi oleh Tergugat dengan Studi Kasus

Putusan Nomor 7/Pdt/2019/PT.MDN yang meliputi:
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1) Undang Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 18B ayat (2) yaitu Negara
Republik Indonesia menghormati dan menghargai masyarakat hukum
adat serta hak-hak tradisionalnya selagi masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsi Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Undang-undang ini
merupakan amandemen dari Undang Undang Dasar Pasal 18 ayat 1
Tahun 1945, hal ini diperkuat lagi di dalam Pasal 28I ayat (3) bahwa
identitas budaya dan masyarakat tradisional dihormati selaras dengan
perkembangan zaman dan peradaban.

2) Undang Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009, Pasal 20
tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu mengadili pada tingkat kasasi
terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan
di semua lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung, menguji
peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap
undang-undang itu sendiri, dan kewenangan lainnya yang diberikan
undang-undang.

3) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 tentang
pengertian perkawinan yang merupakan ikatan lahir bathin antara
seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk rumah
tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang

Maha Esa.
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b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tidak
mempunyai daya mengikat bagi para subjek hukum. Bahan hukum
sekunder yang digunakan ialah:

1) Pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian dan
atau tesis tentang upaya hukum, perkawinan adat, waris adat, pembagian
waris adat yang sebagaimana berkaitan dengan permasalahan penelitian;

2) Pendapat hakim Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Tinggi
Medan terhadap upaya hukum kasasi tergugat dalam studi kasus putusan
yang menjadi permasalahan hukum dalam penulisan penelitian;

3) Data dari website seperti direktori putusan Mahkamah Agung mengenai
permohonan Kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan.

4) Dokumen berupa Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 7/Pdt/2019 dan
Putusan Nomor 51/Pdt.G/2018/PN.PMS.

3. Pengumpulan Data
Studi Kepustakaan, yaitu mempelajari peraturan perundang-undangan,
buku, jurnal, hasil penelitian, tesis, dan fakta hukum perihal Upaya Hukum
Kasasi Terhadap Pengadilan Tinggi oleh Tergugat dengan Studi Kasus

Perkara Nomor 7/Pdt./2019/PT.MDN.
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4. Analisis Data
Analisis data dilakukan terhadap:

a. Bahan hukum primer yang merupakan peraturan perundang-undangan
sesuai dengan ilmu hukum normatif yaitu deskripsi hukum normatif,
sistematisasi hukum positif, interpretasi hukum positif dan menilai hukum
positif.

1) Deskripsi hukum positif yaitu memaparkan atau menguraikan peraturan
perundang-undangan tentang Upaya Hukum Kasasi Terhadap Putusan
Pengadilan Tertinggi oleh Tergugat dengan Studi Kasus Perkara
Putusan Nomor 7/Pdt./2019/PT.MDN.

2) Sistematisasi hukum positif dilakukan baik secara vertikal maupun
horizontal. Sistemitisasi secara vertical telah terdapat sinkronisasi antara
pasal demi pasal yang mengatur tentang pengertian perkawinan yang
diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974
dengan Undang Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28B ayat 2 tentang
Negara menghormati dan menhargai masyarakat budaya adat yang
masih berlaku di Indonesia dalam penulisan ini berfokus pada
masyarakat hukum adat Batak Toba. Prinsip penalaran hukumnnya
subsumsi sehingga tidak diperlukannya asas berlakunya peraturan
perundang-undangan.

3) Secara horizontal tidak ditemukan adanya antinomi, karena pasal demi

pasal telah mengatur hal yang sama perihal pengertian perkawinan yang
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tertuang dalam pasal 1 Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan, Undang Undang Dasar Pasal 28B ayat (2) tentang
Negara menghormati dan menghargai masyarakat budaya adat yang
masih berlaku di Indonesia di peraturan yang satu dengan peraturan
lainnya, sehingga membentuk harmonisasi dalam peraturan perundang-
undangan. Prinsip penalaran hukummnya non kontradiksi sehingga
tidak diperlakukan asas berlakunya peraturan perundang-undangan.
4) Interpretasi hukum positif

Ada enam interpretasi hukum positif, tetapi dalam penelitian ini
hanya menggunakan tiga, yaitu:

a) Gramatikal yakni mengartikan suatu term hukum atau suatu bagian
kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum.

b) Sistematisasi yaitu dengan mendasarkan sistem aturan untuk
mengartikan suatu bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau
bahasa hukum.

c) Teleologi ialah setiap iInterpretasi pada dasarnya teologi, artinya
setiap peraturan perundang-undangan memiliki tujuan tertentu.

5) Menilai hukum positif
Dalam penelitian ini yang akan dinilai adalah nilai keadilan bagi
pihak tergugat dalam Putusan Perkara Nomor 7/Pdt./2019/PT.MDN,
yang berupa adanya pembagian hak waris yang adil dan atau merata.

Jika melihat perspektif hukum masyarakat adat Batak Toba yang
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menganut sistem patrilineal pewarisan yang turun dari orangtua yang
sudah meninggal turun kepada anak laki-laki, artinya yang berhak atas
warisan ialah anak laki-laki.

b. Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum yang diperoleh dari
buku, jurnal, internet, hasil penelitian dan juga data yang diperoleh
putusan-putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder dideskripsikan dan
mencari perbandingan untuk menemukan persamaan dan perbedaan

pendapat yang akan dipergunakan untuk mengkaji bahan hukum primer.

5. Proses berfikir/ Prosedur bernalar

Proses berfikir atau prosedur bernalar digunakan secara deduktif, yaitu
bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir
pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini proposisi umum
berupa perundang-undangan mengenai perkawinan yang terdapat pada
Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan hak waris dalam
hukum masyarakat adat Batak Toba yang berkaitan dengan upaya hukum
kasasi oleh tergugat terhadap Studi Kasus Perkara Putusan Nomor

7/Pdt./2019/PT.MDN.
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BAB Il
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka kesimpulan dalam penelitian ini
adalah upaya hukum yang terdapat dalam Studi Kasus Perkara Nomor
51/Perdata/2018/PN.PMS jo. 7/Perdata/2019/PT.MDN masih ditemukan fakta
hukum bahwa perkawinan tetap dianggap sah jika tidak ada permohonan
pembatalan perkawinan yang telah dikeluarkan oleh pengadilan, akta penetapan
no. 17/Pdt.G/2014/PN.PMS merupakan pembagian yang sah karena dikeluarkan
oleh pengadilan, seluruh anak perempuan dalam hukum adat berhak menerima
hibah dari bapaknya maka dalam hal ini anak perempuan berhak menerima

warisan secara hukum formil dan adat.

B. Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis memberikan saran kepada
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar dan juga Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Medan untuk seyogyanya bersikap adil, teliti dan tidak
memihak salah satu pihak dalam perkara. Dengan mengingat dan memperhatikan
Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman yang mengatur ketentuan hakim dan konstitusi wajib menggali,

73



mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam

masyarakat.
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